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PT Wahana Pronatural Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan
tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Surabaya, Indonesia.
Biro Administrasi Efek: Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak
dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang
berkaitan dengan Efek dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita.

Keterbukaan Informasi: informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam
pengumuman dan/atau keterbukaan informasi ini dan setiap informasi tambahan yang
mungkin akan disampaikan kemudian.

Menkumham: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
diubah dari waktu ke waktu.

Pemegang Saham: pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Peraturan No. IX.E.1: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi
dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perjanjian: Perjanjian pinjaman dengan PT Hijau Sari dan PT Mitra Niaga Sakti selaku
pemegang saham perseroan berdasarkan Akta Penyimpanan (Depot) Perjanjian
Pengakuan Utang Konversi Saham No. 11 tanggal 9 Agustus 2016, dibuat di hadapan
Periasman Effendi, S.H., M.Kn., Notaris di kota Tangerang, dan berdasarkan Akta
Penyimpanan (Depot) Perjanjian Pengakuan Utang Konversi Saham No. 24 tanggal
24 Agustus 2016, dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., M.Kn., Notaris di kota
Tangerang.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK: berarti lembaga yang independen sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(“UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan
kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal
31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak
dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/
atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Transaksi Jumlah utang yang akan dikonversi menjadi saham baru Perseroan adalah
masing — masing sebesar Rp34.756.250.000,00 Jumlah utang tersebut merupakan
utang pokok yang akan dikonversi menjadi saham Perseroan. Berdasarkan Kesepakatan
Konversi Utang Menjadi Saham antara PT Hijau Sari dan PT Mitra Niaga Sakti dengan
Perseroan, harga per lembar saham konversi telah disepakati adalah Rp100,00. Dengan
demikian jumlah saham baru hasil konversi utang tersebut untuk PT Hijau Sari adalah
sebanyak 347.562.500 saham atau 67% dari modal disetor sebanyak 520.000.000
saham, dan saham baru hasil konversi utang untuk PT Mitra Niaga Sakti adalah sebanyak
347.562.500 saham atau 67% dari modal disetor sebanyak 520.000.000 saham.

1. PENDAHULUAN

Perseroan akan melakukan rencana transaksi penambahan modal dengan memberikan
HMETD kepada para pemegang saham melalui konversi utang menjadi saham baru
Perseroan untuk penyelesaian utang Perseroan kepada PT Hijau Sari dan PT Mitra
Niaga Sakti yang merupakan 2 dari 4 Pemegang Saham Utama Perseroan. PT Hijau
Sari merupakan pemegang 19.23% saham Perseroan dan PT Mitra Niaga merupakan
pemegang 10.58% saham Perseroan, dengan demikian rencana transaksi tersebut
merupakan transaksi afiliasi.

Nilai transaksi konversi utang menjadi saham adalah Rp69.512.500.000,00. Jumlah
ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Maret 2019 adalah
sebesar Rp77.870.578.695,00 dengan demikian rencana transaksi tersebut merupakan
transaksi material. Oleh karenanya menunjuk pada Peraturan No.IX.E.2. tentang
Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Rencana transaksi wajib
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dalam RUPSLB Perseroan.

Rencana penambahan modal dengan HMETD tidak melanggar atau bertentangan
dengan perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pengumuman ini disampaikan oleh Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan rencana Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“‘RUPSLB”) yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019
dengan agenda RUPSLB sebagaimana disampaikan dalam keterbukaan informasi ini.

A. Latar Belakang Dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Rencana Transaksi yang dilakukan Perseroan adalah untuk memperbaiki struktur
permodalan dan menyelesaikan kewajiban Perseroan kepada pemegang sahamnya yaitu
PT Hijau Sari dan PT Mitra Niaga Sakti. Perseroan akan melaksanakan konversi utang
menjadi saham baru Perseroan berdasarkan Kesepakatan Konversi Utang Menjadi Saham
yang telah ditandatangani oleh PT Hijau Sari dan PT Mitra Niaga Sakti dengan Perseroan.
Tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki rasio keuangan Perseroan
karena berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret
2019 dan telah diaudit oleh KAP Drs. Abror, Perseroan memiliki kewajiban melebihi 50%
dari aset Perseroan.

Pelaksanaan konversi utang menjadi saham pada Perjanjian Konversi akan menjadi EFEKTIF
setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang diselenggarakan
pada tanggal 26 Juni 2019 dan memberikan kesempatan kepada pemegang saham lainnya
untuk melakukan pemesanan HMETD yang telah menjadi haknya.

Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan telah
diaudit oleh KAP Drs. Abror akan tersedia bagi publik setelah disampaikan ke OJK dan
BEI sesuai ketentuan batas maksimal penyampaian pada 30 Mei 2019.

B. Manfaat Transaksi

Apabila Rencana Transaksi telah mendapat persetujuan dari RUPSLB Perseroan,
maka secara umum, manfaat dari dilakukannya transaksi ini adalah memperbaiki rasio
keuangan Perseroan. Manfaat lainnya bagi Perseroan dari Rencana Transaksi ini
adalah jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah, yang pada akhirnya akan
meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan. Struktur permodalan Perseroan
akan berada dalam kondisi yang lebih kuat mengingat utang yang ditanggung menjadi
lebih rendah, sehingga solvabilitas Perseroan akan membaik pasca konversi utang.

C. Uraian Mengenai Transaksi

1. Obyek Transaksi

Bahwa PT Hijau Sari dan PT Mitra Niaga Sakti merupakan pihak yang mempunyai
Hak Tagih/ Piutang kepada Perseroan sebesar masing — masing Rp34.756.250.000,00
Piutang tersebut diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Konversi Saham
yang telah ditandatangani oleh PT Hijau Sari dengan Perseroan tanggal 21 Desember
2011 dan PT Mitra Niaga dengan Perseroan tanggal 9 Desember 2011.

2. Nilai Transaksi

Transaksi konversi dengan harga Rp100,00 per lembar saham atau paling sedikit sama
dengan batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan
Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek
Bersifat Ekuitas.

3. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

(a) Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama “PT GOLDEN PHOENIX”, berkedudukan di Surabaya,
berdasarkan akta Perseroan Terbatas No. 096 Tanggal 7 Agustus 1993, dibuat di
hadapan Wahyudi Suyanto, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah diubah menjadi PT
WAHANA YUDA MANDIRI, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan akta Perubahan
No. 451 Tanggal 30 Mei 1996, dibuat di hadapan Wahyudi Suyanto, S.H., Notaris di
Surabaya, keduanya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-
8528.HT.01.01.TH.97 Tanggal 27 Agustus 1997.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana
Phonix Mandiri Tbk No. 2 Tanggal 2 Juni 2012, dibuat oleh Wachid Hasyim, S.H., Notaris
di Surabaya, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-41594.AH.01.02.
Tahun 2012 Tanggal 1 Agustus 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.
AHU-0069902.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 01 Agustus 2012.

Terdapat Perubahan anggaran dasar: (i) Perubahan nama Perseroan menjadi PT
WAHANA PRONATURAL Tbk, berkedudukan di Surabaya; (ii) Perubahan Pasal 20 ayat
2 dan ayat 3 anggaran dasar Perseroan.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah
untuk melakukan kegiatan usaha jasa perdagangan / komoditi pertanian dan hasil laut
yaitu rumput laut kering dan candy.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 200.000.000.000,00

Modal Ditempatkan : Rp 52.000.000.000,00

Modal Disetor : Rp 52.000.000.000,00

Modal Dasar Perseroan terbagi menjadi 520.000.000 saham, dengan masing-masing
saham bernilai nominal Rp 100,00.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 Febuari 2019, susunan pemegang
saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No. PemegaNg Saham Saham Nilai NomiNal (RP) | %
1. |PT Hijau Sari 100.000.000 10.000.000.000,00 |19.23
2. |PT Surya Pelangi Mandiri 100.000.000 10.000.000.000,00 |19.23
3. |PT Pesona Bangun Mandiri 55.000.000 5.500.000.000,00 10.58
4. |PT Mitra Niaga Sakti 55.000.000 5.500.000.000,00 |10.58
5. [Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5 % | 210.000.000 21.000.000.000,00 |40.38
Total 520.000.000 | 52.000.000.000,00 | 100

Pengurusan dan Pengawasan
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Laporan Keuangan 31 Maret 2019
(Audited) adalah sebagai berikut :

Direksi:
Direktur Utama : Samin
Direktur : Indra Widyadharma

Direktur Independen : lwan Setiawan
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama

Komisaris Independen

: Lia Tirtasaputra
: Gunawan Ruslim

(b) PT Hijau Sari

Berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di The Boulevard Office L2-E2, JI. Fachrudin
Raya No. 5, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Raya. Saat ini
adalah pemegang saham PT Wahana Pronatural Tbk sebanyak 100.000.000 saham
atau sebesar 19.23%. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT
Hijau Sari No. 7 tanggal 6 Juli 2018 dibuat di hadapan Laurens Gunawan S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Tangerang, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-
0013733.AH.01.02.Tahun 2018 Tanggal 6 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0087178.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 6 Juli 2018.

Susunan Direksi PT Hijau Sari adalah sebagai berikut:

Direktur : Junia Linardi

Komisaris : Agnes Kristina

(c) PT Mitra Niaga Sakti

Berkedudukan di Jakarta, beralamat di JI. DR Makaliwe Raya No. 16 A, Grogol, Grogol
Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta Raya dan saat ini adalah pemegang saham PT
Wahana Pronatural Tbk sebanyak 55.000.000 saham atau sebesar 10.58%. Susunan
pengurus PT Mitra Niaga Sakti. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang
Saham PT Mitra Niaga Sakti No. 31 tanggal 27 Agustus 2018 dibuat di hadapan Laurens
Gunawan S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, yang perubahan anggaran
dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia No. AHU-0017602.AH.01.02.Tahun 2018 Tanggal 27
Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0112611.AH.01.11.
Tahun 2018 Tanggal 27 Agustus 2018.

Susunan Direksi PT Mitra Niaga Sakti adalah sebagai berikut :

Direktur : Junia Linardi

Komisaris : Hendra Widjaya

4. Riwayat Utang

Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Hijau Sari dan PT Mitra
Niaga Sakti selaku pemegang saham perseroan berdasarkan Akta Penyimpanan (Depot)
Perjanjian Pengakuan Utang Konversi Saham No. 11 tanggal 9 Agustus 2016, dibuat di
hadapan Periasman Effendi, S.H., M.Kn., Notaris di kota Tangerang, dan berdasarkan Akta
Penyimpanan (Depot) Perjanjian Pengakuan Utang Konversi Saham No. 24 tanggal 24
Agustus 2016, dibuat di hadapan Periasman Effendi, S.H., M.Kn., Notaris di kota Tangerang.
Dana yang didapatkan masing — masing Rp34.756.250.000,00 atau total seluruhnya
sebesar Rp69.512.500.000,00 dan terhadap pinjaman tersebut perseroan tidak dikenakan
bunga, sedangkan jaminan pembayaran adalah dengan jaminan aset perseroan.

Utang Perseroan kepada PT Hijau Sari dan PT Mitra Niaga Sakti digunakan untuk

pembelian aset dari PT Inasentra Unisatya yaitu:

« Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 450/ Limusnunggal, terletak di Propinsi
Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsih, Desa Lismusnunggal,
sebagaimana yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 30 Juni 1993 Nomor
3953/1993, luasnya 39.000 m2 dan tertulis/terdaftar atas nama PT Inasentra Unistya;

+ Bangunan (pabrik) seluas + 12.523,60 m? yang terletak di Jalan Raya Naragong
Km14, Kampung Bakom;

* Mesin — mesin dan peralatan;

« Kendaraan

Berdasarkan Kesepakatan Konversi Utang Menjadi Saham antara PT Hijau Sari dan

PT Mitra Niaga Sakti dengan Perseroan, persyaratan dan ketentuan penting yang telah

disepakati antara lain adalah:

« Bahwa PT Hijau Sari dan PT Mitra Niaga Sakti merupakan pihak yang mempunyai
Hak Tagih/ Piutang kepada Perseroan sebesar masing —masing Rp34.756.250.000,00

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT WAHANA PRONATURAL TBK (“PERSEROAN”)

14/POJK.04/2019.

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi
tertentu, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama serta Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan POJK No.

lainnya.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil
keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan pedagang perantara efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA
SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA
PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG
DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

WAPO

W PT WAHANA PRONATURAL Tbk

Kegiatan Usaha
Bergerak dalam bidang usaha jasa perdagangan / komoditi pertanian dan hasil laut yaitu rumput laut kering dan candy. Berkedudukan di Surabaya,
Indonesia
Kantor Pusat:
Gedung Bumi Mandiri Tower Il Lt.9 R. 907,
JI. Panglima Sudirman No. 66-68, Surabaya 60271, Indonesia
Telepon: (031) 535 2705 Faksimili: (031) 535 2704
Website: www.wapo.co.id Email: iws@wapo.co.id

Pabrik:
JI. Narogong Km.14, Desa Limus Nunggal Kec. Cileungsi,
Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 May 2019.

« Memberikan pendapat terhadap kewajaran atas Rencana Transaksi.

Kesimpulan Nilai

Analisis Kualitatif Kewajaran Transaksi

1. Analisis terhadap kewajaran transaksi dilihat dari manfaat atau keuntungan apabila
transaksi tersebut dilakukan, dimana Secara umum, manfaat dari dilakukannya
Rencana Transaksi ini adalah memperbaiki rasio keuangan Perseroan..

. Dengan melakukan rencana transaksi ini, jumlah saham beredar Perseroan akan
bertambah, yang pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham
Perseroan, Struktur permodalan Perseroan akan berada dalam kondisi yang lebih
kuat mengingat utang yang ditanggung menjadi lebih rendah, sehingga solvabilitas
Perseroan akan membaik pasca konversi utang.
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Analisis Kuantitatif Kewajaran Transaksi

1. Berdasarkan hasil valuasi dan perhitungan yang telah dilakukan sebagaimana tertuang dalam
laporan penilaian 100% saham Perseroan yang telah diterbitkan oleh KJPP Sugianto, Prasodjo
& rekan pada tanggal 7 Mei 2019 dapat diketahui bahwa nilai pasar wajar per lembar saham
Perseroan per 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp. 104 per lembar saham. Mengacu pada nilai
pasar wajar per lembar saham tersebut dapat diketahui bahwa besaran nilai transaksi konversi
utang per lembar saham Perseroan yang telah disepakati yakni sebesar Rp. 100 per lembar
saham lebih rendah dibandingkan dengan nilai pasar wajar per lembar saham Perseroan dan
masih berada dalam batas kisaran 7,5% dari nilai pasar wajar per lembar saham Perseroan,
sehingga hal ini menguntungkan Perseroan mengingat dengan nilai nominal transaksi yang
lebih rendah dari nilai pasar wajar saham Perseroan, jumlah saham yang dikonversikan
menjadi lebih sedikit.

. Nilai tambah yang dihasilkan setelah rencana transaksi adalah adanya peningkatan
pertumbuhan pendapatan Perseroan, dimana selama 5 (lima) tahun kedepan secara CAGR
tingkat pertumbuhan pendapatan diproyeksikan mencapai 20,3% dengan rata-rata margin
laba usaha dan margin laba bersih masing -masing adalah sebesar 9,9% dan 5,8% dimana
hal tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan Perseroan
bila rencana transaksi tidak dilakukan yang diproyeksikan mencapai 17,7% dengan rata-rata
margin laba usaha dan margin laba bersih masing -masing adalah sebesar 2,6% dan 1,9%.

. Berdasarkan proforma laporan keuangan setelah transaksi, dapat dilihat bahwa rasio
keuangan Perseroan menjadi lebih baik, dimana rasio likuiditas Perseroan secara rata-rata
mengalami peningkatan sedangkan /everage rasio Perseroan lebih rendah atau mengalami
penurunan bila dibandingkan kondisi eksisting atau sebelum rencana transaksi dilakukan.

. Perbedaan pada rasio keuangan Perseroan bila rencana transaksi tidak dilakukan dan bila
rencana transaksi dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Rasio Lancar (Current ratio) Perseroan bila rencana transaksi tidak dilakukan
mencapai 4,3 kali, sementara Rasio Lancar Perseroan bila rencana transaksi
dilakukan mencapai 10,2 kali, sehingga dengan adanya rencana transaksi ini rasio
likuiditas keuangan Perseroan lebih likuid.

b. Rasio Debt to equity Perseroan bila rencana transaksi tidak dilakukan mencapai
945,7%, sementara bila rencana transaksi dilakukan rasio Debt to equity Perseroan
menjadi 7,6%, dengan demikian leverage rasio Perseroan lebih rendah atau
mengalami penurunan bila dibandingkan kondisi rencana transaksi tidak dilakukan.
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Piutang tersebut diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang Konversi
Saham yang telah ditandatangani oleh PT Hijau Sari dengan Perseroan tanggal 21
Desember 2011 dan PT Mitra Niaga dengan Perseroan tanggal 9 Desember 2011.

« Transaksi konversi dilakukan setelah Perseroan mendapatkan persetujuan dari
pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(‘RUPSLB”) yang penyelenggaraannya dilakukan dengan memenuhi peraturan
hukum di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
berlaku di Indonesia.

* Pelaksanaan konversi utang menjadi saham pada Perjanjian Konversi akan menjadi
EFEKTIF setelah mendapat persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2019 dan
memberikan kesempatan kepada pemegang saham lainnya untuk melaksanakan
HMETD yang telah menjadi haknya.

« Transaksi konversi dengan harga Rp100,00 per lembar saham atau paling sedikit
sama dengan batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di Pasar
Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang
Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

« Saham hasil konversi yang diterbitkan Perseroan adalah saham baru dengan kode
saham WAPO vyang di dalamnya terdapat hak-hak berdasarkan Anggaran Dasar
Perseroan.

Jumlah utang yang akan dikonversi menjadi saham baru Perseroan adalah masing-
masing sebesar Rp34.756.250.000,00 Jumlah utang tersebut merupakan utang pokok
yang akan dikonversi menjadi saham Perseroan. Berdasarkan Kesepakatan Konversi
Utang Menjadi Saham antara PT Hijau Sari dan PT Mitra Niaga Sakti dengan Perseroan,
harga per lembar saham konversi telah disepakati adalah Rp100,00. Dengan demikian
jumlah saham baru hasil konversi utang tersebut untuk PT Hijau Sari adalah sebanyak
347.562.500 saham atau 67% dari modal disetor sebanyak 520.000.000 saham,
dan saham baru hasil konversi utang untuk PT Mitra Niaga Sakti adalah sebanyak
347.562.500 saham atau 67% dari modal disetor sebanyak 520.000.000 saham.

8. Dampak Penerbitan Saham Baru Melalui Konversi Utang Menjadi Saham Bagi

Konversi utang ini mengakibatkan jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
menjadi meningkat. Alokasi saham baru hasil konversi tersebut diterbitkan khusus
untuk kepentingan kreditur. Oleh karena itu setelah penambahan modal ini efektif, maka
presentase kepemilikan saham bagi masing-masing Pemegang Saham akan mengalami
penurunan (dilusi), dimana masyarakat sebagai pemegang saham Perseroan (umum)
saat ini sebesar 40.38% akan terdilusi 57.20% dari porsi saham saat ini menjadi 17.28%.

Sebelum Pelaksanaan Setelah Pelaksanaan
PUTI-2019 PUT1-2019
Jumlah Jumlah Nilai Persen Jumlah | Jumlah Nilai Nominal Persen
Saham Nominal Saham
Modal Dasar [2.000.000.000_| Rp 200.000.000.000,00 2.000.000.000 | Rp _ 200.000.000.000,00
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh-

1. PT Hijau Sari
7.PT Surya Pelang: Mandiri

100.000.000
100.000.000

10.000.000.000.00 |1923% | 447.562.500 44.756.250.000.00 | 36.83%

10.000.000.000,00 |19.23% | 100.000.000 10.000.000.000,00 | 8.23%

3. PT Pesona Bangun

Mandisi 55.000.000 5:500.000.000,00 |10.58% | 55.000.000 5.500.000.000,00 | 4.54%
4. PT Mitra Niaga Sakti
]5( M"'s—)mnmmmtd""g;sm 5% 210.000.000 21.000.000.000,00 [4038% | 210.000.000 21.000.000.000,00 | 17.28%

Jumlah Modal Ditempatkan

dan Disetor Penuh 520.000.000

52.000.000.00000 | 100% |1215.125.000 121.512.500.000.00 | 100%

1.480.000.000 784.875.000

Rp Rp
Ro Ro
Rp Rp
55.000.000 |[Rp  5.500.000.000,00 {10.58% | 402562500 | Rp 40.256.250.000,00 | 33.13%
Rp Rp
Rp Rp
Ro Rp

148.000.000.000.00 78.487.500.000,00

Saham Dalam Portepel

Apabila masyarakat masyarakat pemegang saham Perseroan (umum) saat ini juga
melakukan eksekusi atas HMETD yang ditawarkan, maka struktur pemegang saham
Perseroan menjadi sebagai berikut:

Sebelum Pelaksanaan Setelah Pelaksanaan
PUT 12019 PUT I- 2019

Jumlah Jumlah Nilas Persen Jumlah | Jumlah Nilai Nommal Persen’

Saham Nominal Saham
Modal Dasar 2.000.000.000 |Rp 200.000.000.000.00 2.000.000.000 | Rp 200.000.000.000.00
Modal Ditempatian dan
Disetor Penuh:
1. PT Hyjau Sari 100.000.000 |Rp 10.000.000.000,00 [19.23% | 447.562.500 | Rp  44.756.250.000,00 [26.52%

2 PT Surya Pelangi Masdiei | 19100 000 o 3% | 100000000 | Ro _ 10.000.000.00000 | 593%
3. PT Pesona Bangun

Mandins 55000000 |Rp  5.500.000.000,00 [10:58% | 55.000000 | Rp  5.500.000.000,00 | 326%
4. PT Mitra Niaga Sakti

$5.000000 |Rp  5.500.000.000,00 |10:58% | 402.562.500 | Rp  40256.250.000,00 |23.85%

B g 5% 210.000.000 [Rp 21.000.000.000,00 [4038% | 682.500.000 | Rp  68.250.000.00000 |40.44%

Jumish Modal Dutempakan | 50000000 [Rp 5200000000000 | 100% [1687.625.000 | R 168762 50000000 | 100%
1.480.000.000 | R 148.000.000.000.00 312375000 | Ro  31237.500.00000

Saham Dalam Portepel

Rencana transaksi melibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung pihak —
pihak terafiliasi karena PT hijau Sari dan PT Mitra Niaga Sakti merupakan pemegang
saham utama dari Perseroan.

3. KJPP SPR tidak memiliki kepentingan atau hal-hal lainnya yang dapat menyebabkan
KJPP SPR memberikan pendapat yang bias sehubungan dengan informasi yang
dibahas dalam laporan ini.

4. Manajemen telah membebaskan KJPP SPR dari setiap klaim yang dapat dan
akan timbul dari kesalahan ataupun kekurangan dalam bahan atau informasi yang
disediakan Manajemen, konsultan atau pihak ketiga, kepada KJPP SPR dalam
penyusunan laporan ini.

5. Manajemen menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut
penilaian saham telah diungkapkan seluruhnya kepada KJPP SPR dan tidak ada
pengurangan atas fakta-fakta yang penting.

6. Kamitidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan
dengan subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

7. Analisis, opini dan kesimpulan telah dibuat, dan laporan ini telah disusun sesuai
dengan Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia.

8. Laporan Penilaian yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapati informasi
yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional WAPO.

9. KJPP SPR bertanggungjawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir yang
dihasilkan.

10.KJPP SPR telah memperoleh informasi atas status hukum obyek penilaian dari
pemberi tugas.

11. Tanda tangan pimpinan dan cap perusahaan yang resmi merupakan syarat mutlak
sahnya Certificate of Appraisal ini dan laporan penilaian yang terlampir.

Pemilihan Metode Penilaian

A. Ringkasan Laporan Penilaian Saham WAPO

Dalam memperoleh nilai pasar wajar 100,00% saham WAPO, pemilihan metode

didasarkan pertimbangan sebagai berikut:

« Pendekatan pendapatan (/ncome Approach); digunakan dengan metode Discounted
Cash Flow (“DCF”). Dengan metode ini, operasi WAPO diproyeksikan sesuai dengan
skenario pengembangan WAPO. Pendapatan mendatang (future income, cash flow)
yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi dengan faktor diskonto, sesuai
dengan ekspektasi tingkat risiko dan laba atas investasi yang diharapkan. Indikasi
nilai usaha adalah total nilai kini dari pendapatan mendatang tersebut, dengan asumsi
going concern, yaitu WAPO berjalan terus. Diproyeksikan kegiatan operasi WAPO
akan mengalami perubahan dan bergerak mengarah ke kondisi pasar.

« Pendekatan Data Pasar (Market Approach); tidak digunakan mengingat tidak
ditemukan pembanding dari perusahaan- perusahaan yang sebanding atau relevan
dari obyek penilaian.

+ Sedangkan untuk Pendekatan Aset (Asset-Based Approach); dengan metode
penyesuaian nilai buku (adjusted book value method) digunakan dengan
pertimbangan jumlah aset berwujud WAPO yang cukup signifikan. Pos-pos dalam
laporan keuangan disesuaikan sesuai dengan nilai pasar wajar pada tanggal
penilaian. Untuk penyesuaian aset tetap WAPO KJPP SPR mengacu kepada hasil
penilaian aset KIPP SPR dengan nomor laporan No. 00852/2.0131-00/P1/05/0375/1/
1V/2019 tanggal 16 April 2019.

Penentuan Nilai Saham WAPO

Untuk mendapatkan nilai yang mewakili kedua indikasi nilai tersebut, dilakukan
rekonsiliasi kedua metode tersebut dengan bobot untuk pendekatan aset metode ABVM
sebesar 55,00% dan dengan pendekatan pendapatan metode DCF sebesar 45,00%.
Penentuan pembobotan nilai berdasarkan karakteristik metode penilaian, hasil penilaian
dan data yang diperoleh dalam menghasilkan kesimpulan nilai.

Berikut rekonsiliasi nilai dari kedua pendekatan di atas:

NILAI TERTIMBANG

METODE ®Ro)
ABVM 58.696.278.921 55% 32.236.855.060
DCF 48.176.837.354 | 45% 21.717.413.493
NILAI PASAR WAJAR 53.954.268.553

Berdasarkan hasil kajian dalam rangka menentukan nilai saham WAPO dengan
rekonsiliasi pembobotan terhadap kedua metode tersebut dengan bobot untuk
pendekatan aset metode ABVM sebesar 55,00% dan pendekatan pendapatan metode
DCF sebesar 45,00%, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Wajar 100,00% saham
WAPO per 31 Maret 2019 adalah sebesar Rp53.954.269.000,00 (Lima Puluh Tiga Miliar
Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu
Rupiah).

B. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan (selanjutnya
disebut “KJPP DFH&R”") ditunjuk oleh Perseroan, berdasarkan persetujuan atas surat
penawaran No. 006/DFH/PB-FO/I/2019 tertanggal 15 Januari 2019 dengan maksud
untuk memberikan pendapat kewajaran sehubungan dengan rencana transaksi
penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (‘HMETD”)
kepada para pemegang saham melalui konversi utang menjadi saham baru Perseroan
untuk penyelesaian utang Perseroan kepada PT Hijau Sari ( “HSI”) dan PT Mitra Niaga
Sakti (“MNS").

Selanjutnya KJPP DFH&R telah menyusun Laporan Opini Kewajaran terhadap Rencana

Nama Anggota Direksi Jabatan di PT Jabatan di PT Jabatan di Perseroan

_ atau Dewan Komisaris Hijau Sari Mitra Niaga Sakti e
Lia Tirtasaputra [Komisaris Utama
‘Gunawan Ruslim Komisaris Independen
Samin Direktur Utama
Indra Widyadharma Direktur
Twan Setiawan Direktur Independen
Junia Linardi irektur Direktur
Agnes Kristina omisaris
Hendra Widjaya omisaris

Sesuai Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi
tertentu, butir 1.e. dimaksud Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan
ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan
dimaksud.

Rencana transaksi yang akan dilakukan antara Perseroan dengan PT Hijau Sari dan
PT Mitra Niaga Sakti merupakan transaksi terafiliasi namun tidak mengandung benturan
kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam dan LK No. Kep- 412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi
Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Memperhatikan definisi Benturan kepentingan di atas (yang merugikan Perusahaan) dan
alasan yang telah dikemukakan serta harga transaksi yang akan dilaksanakan, maka
Rencana Transaksi konversi utang menjadi saham dengan penambahan modal dengan
HMETD bukan merupakan transaksi benturan kepentingan, karena memberikan solusi
kelangsungan usaha bagi Perseroan dan diselenggarakan sesuai aturan perundang-
undangan yang berlaku dan menguntungkan Perseroan.

10. Ikhtisar Data Keuangan

PT WAHANA PRONATURAL TBK
Laporan Posisi Keuangan (Rp .000)

. Tahun
Uraian 2016 2017 2018 Q12019
Aset
Jumlah Aset Lancar 46.796.077] 67,590,236 37,450,020 34,842,561
Jumlah Aset Tidak Lancar 50.008,573] _ 56.230549] _ 53,281.997 52,561,761
Jumiah Aset 105,894,650] 123,820,786 90,732,016 87,404,322
Liabilitas dan Ekuitas
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 99230030 46:499,828] 11,510,690 8,072,006
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 1,110,675 1,696,233 1,461,737 1,461,737
Jumlah Liabilitas 100,341,605] 48,006,062 12,972,327 9,533,743
Jumiah Ekuitas 5553,045]  75724,724]  77.759,689 77,870,579
Jumiah Liabilitas dan Ekuitas 105,894,650] 123,820,786 90,732,016 87,404,322
PT WAHANA PRONATURAL TBK
Laba Rugi (Rp .000)
. Tahun
Uraian 2016 2017 2018 Q12019
Pendapatan Usaha Bersih 119,680,399] 231,818,085 308,567,682 17,570,187
Jumiah Beban Langsung 115,115,369] _ 226,001.700] _ 296820372] 16,121,375
Laba (Rugi) Kotor 4,565,030 5,816.385 11,747211 1,448,811
Beban Usaha 3,989,929 4,690,693 6,733,859 1,578918
Laba (Rugi) Usaha 575,100 1,125,692 5,013,352 130,106
Laba (Rugi) Sebelum Pajak 1,038,855 1,135,012 2,404,683 192,335
Pajak 11,008,519 357,614 695,478 81,446
Laba (Rugi) Bersin 9,969,664 777,398 1,709,205 110,890

. DAMPAK TRANSAKSI ATAS KEUANGAN PERSEROAN

Berikut dibawah ini adalah ikhtisar informasi keuangan konsolidasian proforma per 31
Maret 2019 yang telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Abror:

Uraian Historis Penyesuaian Proforma
31 Maret 2019 -

Aset
Aset Lancar 34,842,560,644) 47.487.500,000 82,330,060,644
Aset Tidak Lancar 52.561.761.492 52.561.761.492
Jumlah Aset 87.404.322.136 134.891.822,136
Liabilitas dan Ekuitas
Liabilitas Jangka Pendek 8072006485 8,072,006.485
Liabilitas Jangka Panjang 1.461,736.956 1,461.736.956)
Liabilitas Konversi Saham 69,512,500,000] -69,512,500,000)
Jumlah Liabilitas 79.046,243.441 9.533,743.441
Ekuitas
Modal Saham 52,000,000,000 52,000,000,000
Tambahan Modal Disetor 12,554,405.615| 47.487,500,000} 60,041,905,615
Modal Disetor Lainnya
Komponen Ekuitas Utang Konversi 69.512.500,000 69.512.500,000
Saham
Saldo Laba (defisit) 164,535,662 164,535,662
Penghasilan Komprehensif Lain -56,360,862,582 -56,360,862,582
Jumlah Ekuitas 8,358,078,695 125,358,078,695!
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 87.404.322,136 134.891.822,136

I NGKASAN LAPORAN PENILAI

Kantor Jasa Penilai Publik Sugianto Prasodjo dan Rekan adalah Kantor Jasa Penilai
Publik (“‘KJPP SPR”) yang ditunjuk oleh Perseroan, berdasarkan persetujuan atas
surat penawaran No. 083/WP/KJPPSPR/APP-SHM/1/2019 tanggal 14 Januari 2019
dengan maksud untuk untuk melakukan penilaian terhadap 100% saham WAPO,
penilaian saham ini digunakan sebagai dasar kajian dalam analisis pendapat kewajaran
atas rencana transaksi konversi utang menjadi saham. Selanjutnya KJPP SPR telah
menyusun Laporan Penilaian Saham WAPO dengan Laporan No. 01034/2.0131-00/
BS/05/0375/1/V/2019 tanggal 7 Mei 2019.

Asumsi-Asumsi dan Syarat Pembatas

1. Dalam menyusun laporan ini, KIPP SPR mengandalkan keakuratan dan kelengkapan
informasi yang disediakan oleh Manajemen dan/atau data yang diperoleh dari
informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami
anggap relevan. KJPP SPR tidak terlibat dan tidak melakukan audit ataupun verifikasi
atas informasi yang disediakan tersebut.

2. Laporan ditujukan untuk memenuhi kepentingan pasar modal dan tidak ditujukan
untuk kepentingan lainnya.

Transaksi dengan Laporan No.00022/2.0142-00/BS/05/0177/1/V/2019 tanggal 10 Mei 2019
Identitas Para Pihak Yang Bertransaksi

Perseroan didirikan dengan nama “PT GOLDEN PHOENIX”, berkedudukan di Surabaya.
berdasarkan akta Perseroan Terbatas No. 096 Tanggal 7 Agustus 1993, dibuat di
hadapan Wahyudi Suyanto, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah diubah menjadi PT
WAHANA YUDA MANDIRI, berkedudukan di Surabaya, berdasarkan akta Perubahan
No. 451 Tanggal 30 Mei 1996, dibuat di hadapan Wahyudi Suyanto, S.H., Notaris di
Surabaya, keduanya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-
8528.HT.01.01.TH.97 Tanggal 27 Agustus 1997.

;s »

HSI berkedudukan di Jakarta Pusat dan saat ini adalah pemegang saham Perseroan
sebanyak 100.000.000 saham atau sebesar 19,23%. Berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham PT Hijau Sari No. 7 tanggal 6 Juli 2018 dibuat di hadapan
Laurens Gunawan S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, yang perubahan
anggaran dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0013733.AH.01.02. Tahun 2018 Tanggal
6 Juli 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087178.AH.01.11.
Tahun 2018 Tanggal 6 Juli 2018. HSI beralamat di The Boulevard Office L2-E2, JI.
Fachrudin Raya No. 5, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta Raya.

i (e »

MNS berkedudukan di Jakarta dan saat ini adalah salah satu pemegang saham
Perseroan sebanyak 55.000.000 saham atau sebesar 10,58%. Susunan pengurus MNS
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Niaga Sakti No.
31 tanggal 27 Agustus 2018 dibuat di hadapan Laurens Gunawan S.H., M.Kn. Notaris
di Kabupaten Tangerang, yang perubahan anggaran dasarnya telah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-
0017602.AH.01.02.Tahun 2018 Tanggal 27 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0112611.AH.01.11.Tahun 2018 Tanggal 27 Agustus 2018.
MNS beralamat di JI. DR Makaliwe Raya No. 16 A, Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta
Barat, DKI Jakarta Raya.

Objek Penilaian

Obyek Penilaian dalam hal ini adalah Rencana Transaksi penambahan modal dengan
memberikan HMETD kepada para pemegang saham melalui konversi utang menjadi
saham baru Perseroan untuk penyelesaian utang Perseroan kepada HSI dan MNS
masing — masing sebesar Rp 34.756.250.000,00 menjadi masing-masing 347.562.500
lembar saham Perseroan dengan nilai nominal transaksi sebesar Rp.100 per lembar
saham.

Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah dalam rangka
melakukan analisis atas kewajaran Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh
Perseroan. Pendapat Kewajaran ini diberikan untuk memenuhi ketentuan peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (BAPEPAM-LK) terkait dengan peraturan perusahaan publik (terbuka).

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Beberapa asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan pendapat

kewajaran ini adalah:

* Laporan Pendapat Kewajaran ini didasarkan pada kajian analisis dan perhitungan
berdasarkan data dan informasi yang kami terima meliputi kondisi pasar dan
perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan
Pemerintah terkait dengan rencana aksi korporasi yang akan dilakukan pada tanggal
pendapat ini diterbitkan.

+ Semua data, pernyataan beserta Informasi yang KJPP DFH&R terima dari
manajemen dan data atau informasi yang tersedia untuk publik khususnya mengenai
data ekonomi dan industri, dianggap benar dan diperoleh dari sumber yang dapat
dipercaya keakuratannya.

+ KJPP DFH&R tidak melakukan pemeriksaan khusus secara mendalam terhadap
aset, kepemilikan atau kepentingan bisnis dalam penilaian ini. KJPP DFH&R
mengasumsikan bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset
yang dimiliki, baik saat ini maupun dimasa mendatang.

+  KJPP DFH&R tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana
aksi korporasi ini. Jasa-jasa yang KJPP DFH&R berikan kepada Perseroan dalam
kaitan dengan aksi korporasi ini hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran
atas aksi korporasi yang akan dilakukan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau
perpajakan. KJPP DFH&R tidak melakukan penelitian atas keabsahan aksi korporasi
dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari aksi korporasi tersebut.

« Dalam melaksanakan analisis, KIPP DFH&R mengasumsikan dan bergantung
pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan
dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP DFH&R oleh Perseroan
atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan
tidak menyesatkan, dan KJPP DFH&R tidak bertanggung jawab untuk melakukan
pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP DFH&R
juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak
mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan
kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

+ KJPP DFH&R mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran
ini sampai dengan tanggal terjadinya rencana aksi korporasi tidak terjadi perubahan
apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan
dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. KIPP DFH&R tidak bertanggungjawab
untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (update) pendapat kami
karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi
setelah tanggal surat ini.

+ Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam
maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi
tanggung jawab kami.

« Laporan pendapat kewajaran ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas,
sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan pendapat
kewajaran ini.

Pendekatan dan Metode Penilaian

« Pendekatan dan metode penilaian adalah sebagai berikut:

« Melakukan Analisis atas Rencana Transaksi Perseroan.

* Melakukan Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi Perseroan.
* Melakukan Analisis Atas Kewajaran Rencana Transaksi Perseroan.

Pend. Kewajaran Rencana Transaksi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang
terkait dalam rangka menentukan dampak positif secara kualitatif maupun kuantitatif dari
Rencana Transaksi yang akan dilakukan, serta dengan membandingkan besarnya nilai
nominal transaksi per lembar saham dengan nilai pasar wajar per lembar saham Perseroan
yang tidak melebihi batas atas ataupun batas bawah 7,5% dari nilai yang dijadikan acuan
sebagaimana tercantum dalam peraturan OJK VIII.C3, maka kami berpendapat bahwa
Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan berupa penambahan modal
dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham melalui konversi utang
menjadi saham baru Perseroan untuk penyelesaian utang Perseroan adalah Wajar.

V. RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN HMETD

Dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015,
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 (“POJK"), maka
bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan melakukan penambahan
modal dengan HMETD sebanyak-banyaknya 1.170.000.000 (satu miliar seratus tujuh
puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per lembar saham
atau 225% (dua ratus dua puluh lima persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor
penuh dalam Perseroan. Saham-saham tersebut akan ditawarkan melalui Penawaran
Umum Terbatas | Tahun 2019 (PUT I- 2019). HMETD akan dibagikan kepada para
pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 3 Oktober 2019 di mana setiap
pemilik 4 (empat) saham Perseroan akan memperoleh 9 (sembilan) HMETD. Setiap 1
HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 saham dengan membayar harga pelaksanaan
sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan
untuk membeli saham, maka Perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya
Rp117.000.000.000,- (seratus tujuh belas miliar rupiah).

Penambahan Modal Dengan HMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (‘RUPSLB”) yang akan diselenggarakan
pada tanggal 26 Juni 2019.

VI. PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan dan menyelesaikan penambahan modal
dengan memberikan HMETD dalam jangka waktu yang wajar untuk dilakukan namun
tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dilaksanakannya RUPSLB yang
menyetujui penambahan modal dengan HMETD tersebut. Penerbitan HMETD akan
dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan bahwa jadwal pelaksanaan dapat dimulai
setelah OJK memberikan pernyataan pendaftaran penerbitan HMETD telah efektif.

VII. ANALISIS PENGARUH PENAMBAHAN MODAL

Rencana penambahan modal melalui HMETD adalah untuk memperkuat struktur
permodalan Perseroan sehingga dapat menambah kemampuan Perseroan guna
mengingkatkan kegiatan usaha, ketahanan dan daya saing, Seiring dengan
bertumbuhnya kegiatan usaha maka kinerja Perseroan diharapkan akan meningkat dan
memberikan nilai positif bagi Pemegang Saham.

Manfaat lainnya bagi Perseroan dari Rencana Transaksi ini adalah jumlah saham
beredar Perseroan akan bertambah, yang pada akhirnya akan meningkatkan likuiditas
perdagangan saham Perseroan

VIIl. GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana hasil HMETD akan dipergunakan untuk memenuhi konversi utang menjadi saham
dan modal kerja.

IX. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Transaksi wajib memperoleh persetujuan RUPSLB Perseroan yang akan dilaksanakan

pada hari Rabu, 26 Juni 2019, pukul 09.00 WIB, di Hotel Ibis Styles Jakarta Tanah Abang,

Jalan Fachrudin No. 22, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta

Pusat, 10250 dengan agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan atas transaksi afiliasi dan material berupa konversi utang Perseroan kepada
pemegang saham yaitu PT Hijau Sari dan PT Mitra Niaga Sakti sebagaimana diatur dalam
Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi tertentu dan
Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama; dan

. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana
telah diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 (‘Penawaran Umum Terbatas Dalam
Rangka HMETD”), termasuk:

+  Persetujuan atas perubahan anggaran dasar sehubungan dengan peningkatan modal
disetor Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka HMETD
dengan menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.170.000.000 (satu
miliar seratus tujuh puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing Rp100,00
(seratus rupiah); dan

+  Persetujuan atas pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi perseroan dengan
hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka HMETD, termasuk namun tidak terbatas
untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-
dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang serta
mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB
Perseroan adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 16.00 WIB (“Tanggal
DPS” — Recording Date”). Pemegang saham yang terdaftar pada tanggal DPS berhak
mengeluarkan 1 suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak
menyetujui Rencana Transaksi tersebut di atas.
Iklan pengumuman RUPSLB kepada pemegang saham Perseroan telah diumumkan
dalam 1 surat kabar harian Investor Daily yang terbit pada tanggal 17 Mei 2019, dan iklan
panggilan RUPSLB kepada pemegang saham Perseroan diumumkan pada tanggal 3
Juni 2019 pada surat kabar harian Investor Daily.
Keputusan RUPSLB Perseroan adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri
oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang
sah dan keputusannya sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
Berdasarkan POJK No. 32/POJK.04/2014, dalam hal RUPSLB pertama tidak mencapai
kuorum kehadiran yang ditentukan, diadakan pemanggilan RUPSLB kedua. RUPSLB
kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika rapat dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili paling kurang 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah, keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPSLB kedua.

Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilaksanakan

dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri

oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran
dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan

Perseroan.

X. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Setelah melakukan analisa yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui
Transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Juni 2019 karena
berkeyakinan bahwa Transaksi akan memberikan dampak yang baik untuk pelanggan,
Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

XI. INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci
mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi kami pada setiap
hari dan jam kerja Perseroan di:

N

PT Wahana Pronatural Thk
Kantor Pusat
Gedung Bumi Mandiri Tower Il Lt.9 R. 907,
JI. Panglima Sudirman No. 66-68, Surabaya 60271, Indonesia
Telepon: (031) 535 2705
Faksimili: (031) 535 2704
Website: www.wapo.co.id

PT WAHANA PRONATURAL Tbk

WAPO (“Perseroan”)

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa
Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Ibis Styles Jakarta Tanah Abang

Jalan Fachrudin No. 22 Kelurahan Kampung Bali,
Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, 10250

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang
saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 16.00 WIB (recording date).
Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/
POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 (“POJK”),
ketentuan pengusulan mata acara Rapat oleh pemegang saham adalah sebagai
berikut:

1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis
kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat;

2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu)
pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan

3. Usulan mata acara Rapat tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik;
(b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan
bahan usulan mata acara Rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 13 POJK dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan,

Direksi akan melakukan Pemanggilan Rapat pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2019

melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia sebagaimana ditentukan

oleh Direksi, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Surabaya, 17 Mei 2019
Direksi




